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UU membolehkan jual beli tanah kavling, asalkan
ukuran kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagaimana jika tak dibangun sesuai perjanjian?

Di tengah sepi-
nya bisnis peru-
mahan, halaman
halaman Koran
ibukota diramai-
kan penawaran
iklan tanah

kavling oleh pe-

: ngembang. Ba-
nyak yang memberikian diskon besar
besaran, Ada pula pengembang vang
menjonjikan bahwa pembeli Kuvling yang
membayar tunai akan dibangunkan
rumah atas tanggungan pengembang
alias gratis, Namun, ketika promosi-
promosi jual Kavhing begitu bergairah,
terkuak berita bahwa Menteri Negara
Perumahan Rakyat dan Permukiman
(Menperkim) Akbar Tandjung memang-
gil 17 pengembang besar. Menperkim
mengingatkan bahwa pengembang tak
dibolehkan menjual tanah kavling tanpa
rumah, karena hal itn bertentangan de-
ngan undang-undang. .

Tapi kalau kavling yang dijual
belikan tanah hak milik perorangan ya
sah-sah saja.

Peringatan Menperkim tersebut se-
benarnya bukan hal baru, Bahwa para
pengembang memang bukan “pedagang
tanah”, telah lama diator. Dalam Per-
aturan Menteri Dalam Negeni No.5 tahun

1974
Mengenat Penyvediaan dun Pemberian

tentang Ketentuan-ketentuan
Tanah untuk Keperluan Perusahaan,
terang dinyatakan perusahaan pemba
ngunan perumahan harus mematangkan
tanah dan membangun rumah-rumah
Ketentuan itu, sampai kini masih berlaku
karena belum pernah dicabut.

Dalam tingkat undang-undang,
Pasal 26 ayar | UU No.d tahun 1992 ten-
tang Perumahan dan Permukiman jelas-
jelas menyatakan bahwa badan usaha di

bidang pembangunan perumahan yang

Hukum @

membangun lingkungan siap bangun
dilarang menjual kavling tanah matang
tanpa rumah. Bagi yang melanggar,
sanksinya pidana Kurungan selama-
lamanya satu tahun dan/atan denda
setinggi-tingginya Rp. 100 juta, Me-
mang ada pengecualian, Pasal 26 ayat 2
UL tersebut membolehkan perusahaan
pembangunan perumahan menjual
kaviing tanah saja (tanpa rumah) asalkan
hal 1t dalam ukuran kecil dan sedang
yang khusos diperuntukkan bagl masya-
rakat berpenghasilan rendah, Musalah-
nya, penawaran tanah kavling yang di-
promosikan pengembang belakingun ini
jelas bukan untuk masyarakat berpeng
hasilan rendah, tetapi untuk masyarakat
berpenghusilan wah, Simak saja kKavling
yung ditawarkan di kawasan sebuah pe-
rumahan elit di Jakarta Selatan, harga per
meternya Rp 4 juta.

Para pengembang tentunya bukan
tok tahu sounl larangan jual tanah Kaviing
ini, Tokoh pengembang Mohamad
S.Hidayat pernah mengatakan pada
Properti Indonesia bahwa memang
benar tugas pengembang adalah mema-
tangkan tanah, membangun rumah, baru
kemudian menjual tanah plus rumah itu.
Kalau pun sekarang ada penjualan tanah
kavling, itu tak lebih dari strategi pema-
suran saja, “Tapi ingat, pembeli Kan di-
tkat oleh ketentoan bahwa dalam Kurun

l Tanah Koviing di Parumahan elit: Uniuk yang berpanghasilon woh
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waktu tertentu— biasanya | sampai 2
tahun, pembeli harus membangun ru-
mahnya,” ujar mantan ketua umum DPP
REI tersebut.

Selama proses pemesanan sampai
konsumen membangun, ikatan antara
konsumen dengan pengembang baru-
lah dalam bentuk PPJB (perjanjian pe-
ngikatan jual beli). Artinya, dengan
PPJB pembeli berjanji “akan™ melaku-
kan jual beli pada waktu dan dengan
syarat-syarat tertentu di kemudian hari.
Dengan demikian, jual beli yang riil
belum terjadi. Karena belum dibuat akta
jual beli (AJB) yang menandai beralih-
nya hak atas tanah itu dari pengembang
pada konsumen, Karena itulah para pe-
ngembang berdalih bahwa apa yang
me-reka lakukan sekarang sama sekali
tidak melanggar undang-undang. Se-
bab, "Yang dilakukan baru taraf
pemesanan, belum jual beli,” kata
Laurent Aliandoe, Direktur Eksekutif PT
Putra Alvita Pra-tama (PAP). PT PAP
adalah pengembang kawasan Kota
Legenda seluas 2000 hektar di Bekasi.

Secara hukum, alasan para pengem-
bang itu memang benar. Persoalannya,
dalam situasi krisis ekonomi sekarang,
banyak pemesan tanah kavling yang
belum bisa membangun rumahnya se-
suai dengan jangka waktu yang ditetap-
kan pengembang. Alasannya seder-
hana: harga berbagai bahan bangunan
naik gila-gilaan. Sementara kalau mereka
belum membangun dan dibuat AJB,
status tanah kavling tersebut secara
hukum masih milik pengembang,
Sertipikat juga belum bisa diterbitkan,

Bagaimana jika lewat waktu itu
belum juga dibangun? Dalam pandang-
an konsultan hukum properti Erwin
Kallo, semuanya tergantung perjanjian
dalam PPJB. Kalaupun pengembang me-
narik kembali tanah kavling itu, harus
jelas diperjanjikan apakah pengembang
membayar konsumen berdasarkan harga
jual lama, harga pasar sekarang, atau di-
kembalikan dengan pemotongan biaya
sekian persen. “Karena itu, konsumen
harus memahami betul isi PPJB,” kata-
nya. Sebaliknya, jika konsumen justru

Lourent Aliondoe: Bory Tarof Pemesanan

membangun lebih cepat juga harus ada
insentif. Ia mencontohkan, jika dibangun
0-6 bulan diberi insentif nvang tunai
senilai 1,5 persen dari harga jual, 6-12 bu-
lan 1 persen dan 12-18
bulan 0,5 persen,
sedang 18-24 bulan
tidak mendapat
insentif.

Konsultan hu-
kum properti Sunaryo
Basuki berpendapat,
dalam situasi Krisis
ekonomi sekarang,
tidak adil kalau pe-

ngembang menarik
kembali tanah kavling
yang sudah dipesan
dan membayarnya
dengan harga lama.
“Harusnya jangka
waktu membangun
diperpanjang menjadi 5 tahun misalnya.
Bila dalam waktu tersebut calon pembeli
tak sanggup juga baru dialihkan pada
pihak lain yang mampu membangun,
Tapi pembayaran kepada pemesan
sebelumnya harus dengan harga yang
wajar,” tutur pengajar senior FHUI
tersebut.
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TN ET
Dalam situasi krisis
ekonomi sekarang,

tidak odil kalau
pengembang menarik
kembali tanah kavling
yang sudah dipesan
dan membayarnya
dengan harga lama.

Soal kapan pembeli tanah kavling
harus membangun, hanyalah salah satu
saja dari ketentuan yang diatur dalam
PPJB. Hal lain misalnya tentang biaya-
biaya yang harus ditanggung kedua
pihak seperti pajak-pajak, biaya pema-
sangan instalasi dan lain-lain, desain
bangunan soal pengurusan IMB dan
sertipikat. Pihak BPN sendiri_sudah
menegaskan bahwa sertipikat atas
tanah kavling yang dijual pengembang
baru akan diterbitkan setelah rumahnya
selesai dibangun.

Jika demikian, apakah prakuk jual
beli kavling yang ramai belakangan ini
memang harus ditertibkan? Bila melihat
polanya, di mana jual beli riil baru dila-
kukan setelah rumah selesai dibangun,
cara seperti ini sah saja. Yang penting
perlu diatur lebih tegas adalah transpa-
ransi pengembang mengenai syarat-
syarat pemesanan kavling, sehingga di

masyarakat tak timbul kesan bahwa pe-
ngembang menjadi “pedagang tanah".

Ketentuan perundang-undangan
jelas sekali berpihak pada masyarakat
berpenghasilan ren-
dah. Pasal 26 ayat 2
UU No.4 tahun 1992
menegaskan: pe-
ngembang boleh
menjual kavling siap
bangun asalkan di-
tujukan untuk ma-
syarakat berpeng-
hasilan rendah, ke-
pentingan  orang
yang untuk membeli
rumah sederhana se-
kalipun belum
sanggup.

Begitu juga bila
mengacu pada Kepu-
tusan Menteri Peker-
jaan Umum No.0O1/KPTS/1989 tentang
Pedoman Teknik Pembangunan Kavling
Siap Bangun (KSB). Ukuran KSB
ditetapkan standarnya 54, 60 dan 72 meter
persegi saja. Pembangunannya pun dila-
kukan secara gotong royong, sementara
pengembang membantu memberikan
pedoman dan bimbingan. B PTU



ungRug

BeliKavlng

Kavling siap bangun di kawasan permukiman masih
populer di mata konsumen. Apa untung dan ruginya?

Pilih mana, ru-
mah atau kav-
ling siap bangun
(KSB)? Jawaban
untuk pertanya-
an sederhana ini
ternyata cukup
beragam. Dan ja-
waban itu sa-
ngat tergantung kepada apakah orang
yang ditanya itu sudah punya rumah
atau belum. Mereka yang sudah punya
rumah cenderung memilih KSB. Sebut
misalnya, artis penyanyi Jayanthi Man-
dasari yang tertarik membeli kavling di
Kota Legenda seluas 600 M2 karena ter-
tarik konsep pembangunan'kmanyu.

Sebagai istri scorang pengusaha
asal Brunai Darussalam, tentu saja
Yanthi, panggilan akrabnya, memiliki
rumah yang megah. Kavling yang di-
belinya lebih bersifat investasi. "Saya
yakin kota ini akan berkembang pesat,
harga rumah dan kavling di sini pun
tentu akan meningkat,” katanya.

Ny. Sundari, ibu rumah tangga,
adalah pembeli kavling ukuran 132 M2
Kota Wisata Cibubur, Sewaktu dibeli
setahun lalu harganya per meter baru Rp
300.000. Dalam setahun, menurut Ny.
Sundari, harganya telah melonjak tiga kali
lipat, Kebetulan kavling terletak di hook
dan memiliki kelebihan tanah 40 M?,

Alasan lain mengapa lebih tertarik
kavling, selain telah memiliki rumah di
kawasan yang sama, ia ingin meng-
ekspresikan naluri keindahannya dalam
mendesain rumah. “"Dengan membeli
kavling, mulai dari memilih bahan dan
menentukan arsitektur, dapat saya
lakukan sesuai dengan selera, " katanya.
Beda dengan membeli rumah, 1a merasa
tidak dapat terlibat sepenuhnya. Misaln-
ya mengawasi dan memilih kualitas
bahan bangunan.

Kecemasan Ny. Sundari itu dialami
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Anrian konsumen: Posisinya lemch
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oleh Muti Bintari, seorang ibu rumah
tangga berprofesi fotografer yang
membeli rumah mungil di kawasan
Bintaro. *'Kalau saya tahu biaya mereha-
bilitasi rumah sama dengan harga rumah
itu sendiri, mendingan beli kavling,”’
tuturnya, agak kesal,

Pasalnya, rumah mungil yang di-
bangun pengembang terpaksa dibong-
kar total agar sesuai dengan seleranya
vang banyak dipengaruhi oleh objek-
objek foto interior. Wanita itu juga ter-
paksa mengganti pralon, batu bata,
tiang-tiang kayu, dan beberapa bahan
bangunan lainnya karena dinilainya
mencemaskan dari segi keselamatan. *’
Seandainya saya dulu beli kavling kan
tidak keluar tenaga dan biaya dua kali
seperti ini,”’'

cetusnya.

Namun tidak selalu niat memba-

ngun kavling terpenuhi sesuai harapan.
Selalu ada untung dan ruginya. Seperti
diungkap Ny. Sundari, niatnya memba-
ngun rumah yang diangankan, terpaksa
ditunda karena krisis moneter. "Bahan
bangunan naik gila-gilaan,” katanya ke-
Malah dia berniat menjual
kavlingnya itu dengan harga tujuh ratus

cewa.

ribu rupiah per meter, Sekarang ia masih
mencicilnya melalui fasilitas Kredit
Pemilikan Tanah (KPT) Bank BII
Rp700.000 per bulan.



Tak Seindah Iklan

Lepas dari persoalan selera kon-
sumen untuk memilih kavling atau rumah
dengan segala untung-ruginya, tanpa
banyak disadari, agaknya tumbuh per-
sepsi yang salah perihal kepemilikan
kavling ini. Banyak konsumen yang tidak
menyadari, bahwa kavling yang *'dibeli-
nya'’ itu sebenarnya hanya dalam pe-
ngertian psikologis. Artinya, karena
konsumen telah mulai mencicil, dirinya
merasa telah memiliki kavling itu. Pada-
hal belum karena, secara hukum, jual beli
baru terjadi apabila telah dibuatkan
akte jual beli (AJB) yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT). Pada saat itulah beralih
hak dari penjual kepada pembeli.

Dalam jual-beli kavling, AJB
baru dapat dikeluarkan oleh PPAT
setelah di atas kavling itu berdiri
bangunan rumah baik yang
dibangun oleh pengembang atau si
pemilik kavling. Kapan waktu
keluarnya AlB itu?
“"Wallahualam'’, tak sorang pun
yang dapat memastikannya.
Ketidakpastian waktu kapan AJB
keluar inilah, di mata YLKI (Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia),
yang merugikan konsumen. **Saya
tidak vakin AJB dapat diselesaikan
dengan cepat oleh pengembang. Bahkan
setelah konsumen melunasi cicilannya
dan membangun rumah di atas kavling
itu sesuai dengan ketentuan pengem-
bang,”” papar Agus Pambagio, salah se-
orang direktur YLKI. Alasannya, ketika
pengembang menjual kavling, tidak ada
komitmen dengan konsumen bahwa
dalam batas waktu tertentu setelah sele-
sai rumah dibangun, AJB dibuat.

Meskipun secara kuantitas kecil,
namun YLKI acapkali menerima penga-
duan jenis itu: konsumen sudah bayar
lunas, tapi AJB belum diberikan. Dalam
persoalan ini, mestinya pengembang
bersikap fair. Mau menjelaskan kepada
calon konsumen bagaimana proses
lahirnya sebuah AJB yang merupakan
bukti berlakunya jual beli di antara mereka.

“"Yang terjadi selama ini pengem-
bang tidak pernah menjelaskan baik da-
lam iklan atau langsung kepada calon
konsumen. Kalau tahu prosesnya, ke-
mungkinan besar konsumen tidak ada
vang mau beli kavling,”’ tambah Sudar-
yatmo dari Bagian Pengaduan YLKI. Jual
kavling oleh pengembang selama ini
terkesan seperti praktik jual beli tanah di
kampung di mana orang bebas membeli
tanah dengan atau tanpa bangunan
rumah. Padahal, pengembang hanya bo-
leh menjual kavling berikut bangunan
rumah.

Posisi Konsumen

Adanya kerugian di pihak konsu-
men atas praktik jual-beli kavling ini,
menurut Sudaryatmo, karena lemahnya
posisi konsumen. ‘" Konsumen tidak sa-
lah. Hal itu lebih disebabkan pengem-
bang yang tidak mau menjelaskan seperti
apa adanya. Kalau di dalam iklan dise-
but-sebut konsumen akan mendapat
sertifikat, notarisnya (PPAT, red) kita
persoalkan.”” tegasnya. Karena notaris
yang benar baru mau mengeluarkan AJB,
antara lain, berdasarkan IMB dan ba-
ngunan rumahnya sudah berdiri.

Praktik jual beli kavling vang selama
ini berlangsung, tambah Sudaryatmo,
dapat dikategorikan pelanggaran tindak
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pidana. Untuk itu, penyidik —tanpa me-
nunggu laporan, seharusnya dapat mela-
kukan tugasnya karena didukung
Undang-undang.

Yang juga mengundang keheranan
YLKI adalah adanya dukungan
penyaluran Kredit Pemilikan Tanah oleh
sementara bank kepada konsumen.
Padahal, kata Agus Pambagio, untuk
memperoleh KPT, konsumen harus
punya AJB. Untuk mendapat AJB ada
proses perijinan seperti IMB yang harus
dimiliki. Bank juga harus mengambil
jaminan dari konsumen untuk dapat

disita atau diamankan bank andai
konsumennya wanprestasi atau
ingkar janji. “’'Rupanya, bank-bank
penyalur itu masih satu grup dengan
si pengembang,’” jelas Agus.

Stop Penjualan Kavling
Untuk mencegah kerugian kon-
sumen lebih jauh, Agus Pambagio me-
negaskan bahwa penjualan kavling
tanpa bangunan harus dihentikan.
Kalau mau menjual kavling, katanya,
peraturan yang ada harus dicabut
dulu. Bagaimana kalau kavling itu
khusus dijual murah kepada masya-
rakat berpenghasilan rendah? Agus
tetap tidak sependapat. Menurutnya,
tetap saja masyarakat akan kesulitan
membangunnya karena mahalnya bahan
bangunan. -

*’Program perumahan rakyat itu se-
baiknya tetap menyertakan kavling dan
bangunan rumahnya. Kalau cuma kav-
ling saja, orang perlu biaya lagi untuk
mendirikan rumah,”” kilah Agus.

Dia khawatir, dampak lain dari di-
biarkannya penjualan kavling akan ber-
buntut pada semakin luasnya lahan ti-
dur. Karena biasanya orang yang
membeli kavling dilakukan orang yang
sudah punya rumah. Jadi motifnya in-
vestasi. Agus menyarankan agar Men-
pera, BPN, dan Pemda segera menge-
luarkan SKB (surat keputusan bersama),
yang isinya kesepakatan melarang
penjualan kavling berikut sanksi hukum
bagi pelanggarnya B HS
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- membayar utangnya,” cetus Ciputra,
Presdir PT Ciputra Development.
Sebetulnya penjualan kavling ini
~ cukup lama dilakukan pengembang.
‘Hanya saja skalanya kecil-kecilan. Ke-
- cuali para pengembang resor, sedari awal
~ mereka memang lebih banyak menjual
- kavling. Contoh paling populer adalah
- Permata Sentul, proyek resor seluas 600
~ hektar yang dikembangkan PT Putra Sur-
- ya Perkasa (PSP) di dekat Sirkuit Sentul.
~ Emeralda, Bukit Pelangi, dan Resor Da-
nau Lido adalah contoh lain proyek yang
mengedepankan pen-

Jjualan kavling.
Kalau mau dirunut
ke belakang, pelopor
penjualan kavling se-
betulnya bukan pe-
ngembang swasta, tapi Perum Perumnas,
Hanya saja Perumnas motifnya untuk
membantu masyarakat golongan rendah.
Masyarakat diberi kesempatan dulu un-
tuk memiliki tanah. Nanti setelah dana-
nya tersedia baru membangun rumah-
nya. Karena itu kavling yang dijual
luasnya tidak lebih dari 72 meter persegi.
“Kalau jual kavling seperti itu boleh-
boleh saja, karena undang-undangnya
mengizinkan” tanggap Menperkim
Akbar Tandjung.

Pola yang ditempuh pengembang
swasta jelas tidak sama dengan Perum-
nas, Yang mereka jajakan berukuran ra-
tusan, bahkan ribuan meter persegi.
Dalihnya, hal ini dilakukan untuk me-
nangkap peluang pasar kelas atas. Sebab
kelompok masyarakat ini, kurang suka
desain rumahnya sama dengan yang
lainnya. Desain dan coraknya disesuai-
kan dengan selera mereka masing-
masing. Barangkali karena soal inilah,
perumahan elit semacam Pondok Indah
tidak lagi memasarkan rumah, Kalau

-~

sekarang ada pembangunan beberapa
rumah yang mirip istana, itu yang
melakukan adalah konsumen yang
sebelumnya membeli kavling di sana.
Menurut Budiarsa Sastrawinata,
yang juga Dirut PT BSD, mereka umum-
nya mau mendesain dan memakai ar-
sitcknya sendiri. Karena itu pula BSD
memasarkan kayling dalam jumlah cukup
besar.
Dengan alasan yang sama, Grup
PSP nekad hanya menjual kavling saja di
Permata Sentul. Perusahaan
,..-:W_,,.“"—: ini hanya membangun
i infrastruktur plus
 menyediakan beberapa
fasilitas

dan rumah contoh.

Tapi menurut Budi Hamidjaja, General
Manager Marketing PT PSP, pihaknya
menyediakan beberapa macam desain
rumah, “Kalau konsumen mau mem-
bangun rumah dan minta desain, Kita
akan berikan," katanya.

Bagi konsumen yang mau
membangun rumah, PSP memberikan
insentif uang sampai Rp120 juta. Tapi
kebijakan ini sekarang sudah dihentikan.
PSP kini menetapkan, konsumen yang
tidak membangun rumahnya dalam
waktu | tahun dikenakan penalti. Hanya
nilainya kecil, 200 persen dani biaya pra-
sarana yang besarnya Rpl.4 juta.

Semangat pengembang untuk me-
nangkap duit kalangan atas ini memang
cukup menggebu. Mereka menawarkan
kavling-kavling ukuran besar. Di Ham-
balang, PT Megatama Nusasukses, pe-
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Pola Penjualan @

ngembang perumahan itu, membuat
kavling ukuran 350 sampai lebih dari
1000 meter persegi. Di Permata Sentul 700
- 1.500 meter persegi, dan Pondok Indah
menyediakan kavling dengan luas paling
kecil 400 meter persegi.

Para pengembang vang di proyek-
nya ada lapangan golf, sebut saja,
Pondok Indah, Permata Sentul, BSD,
Emeralda, dan Gading Serpong,
menawarkan kavling golf yang eksklusif.
Ukurannya luas, rata-rata 1,500 meter
persegi, dan harganya juga selangit.

Di saat krisis seperti sekarang ini
tawaran para pengembang ini memang
cukup menarik. Sebab, dengan hanya
membeli tanah kavling penge-
i luaran konsumen jadi lebih
irit. Berbeda jika sckaligus
membeli dengan rumahnya,
tentu harganya ™akin
membengkak. Pengem-
bang pun bersikap
longgar pada aturan
main yang ada. Misal-

nya saja konsumen
tidak membangun
rumahnya dalam
waktu 2 tahun
sebagaimana ketentuan
yang berlaku, pengembang cuek saja.

Sejumlah pengembang mengaku
sudah menyampaikan ketentuan ini
kepada konsumen. Bagaimana kalau
tidak dilaksanakan? “Ya nggak apa-
apa,” kata I Dewa Gede Sujana, Mar-
keting Manager Hambalang yang se-
bentar lagi akan me-launching 300 unit
kavling. Telaga Kahuripan juga tidak
memberlakukan sanksi. “Sckaraﬁg kan
lagi sulit, kita tak memberi batasan harus
membangun dalam 2 tahun,” tukas Paul
Hanoto Adji, Direktur Eksekutif PT Ku-
ripan Raya. Pihak BSD juga tidak merasa
perlu menerapkan aturan ini. “Buat ap
toh kenyataannya pembeli cepat me
bangun rumahnya,” tegas Budiarsa,

Praktik jual kavling memang cukup
ampuh. BSD, Telaga Kahuripan, Kota
Wisata, dan Permata Sentul disebut-
sebut bisa menjual ratusan unit kavling
dengan omset miliaran rupiah ™ HP




* Fokbis Ad
KeditKaving

Skim kredit pemilikan tanah hanya berlaku untuk
kavling ukuran kecil. Kok, ada yang menawarkan KPT
dengan plafon ratusan juta rupiah?

Para pengem-
bang mengemas
berbagai
gimmick pema-
saran dalam me-
nawarkan Kkav-
ling siap bangun
ke calon konsu-
men. Mulai dari
ukuran KSB, diskon, hingga kemudahan
pola pembayaran. Ambil contoh di
Perumahan Gading Serpong. Kalau
Anda membeli kavling di perumahan ini
secara tunai, Anda akan memperoleh
diskon yang cukup meggiurkan: 42 5%,
Sedangkan di Perumahan ML, konsu-
men hanya diberi diskon 10% bila di-
bayar tunai dalam jangka waktu satu bu-
lan. Di samping itu, ML pun menjamin
bahwa kepemilikan kavling tadi dapat
diangsur s.d. dua belas bulan tanpa bu-
nga. Bagi Anda yang tidak memiliki uang
cash dalam jumlah yang diperlukan,
Anda masih dipersilakan untuk meng-
ambil fasilitas kredit melalui pengembang
dengan suku bunga menarnik.

Dani contoh di atas, dapat disimpul-
kan bahwa ada tiga alternatif pola pem-
bayaran jika konsumen berminat atas
Kavling Siap Bangun. Pertama, tunai ke-
ras. Pola inilah tampaknya yang paling
disukai pengembang di tengah paceklik

penjualan akibat krisis ekonomi saat ini.
Bisa dimaklumi bila diskon yang diberi-
kan sangat besar.

Kedua, tunai bertahap. Tenggat
wakto pembayaran yang diberikan ber-
variasi, antara 6 bulan dan 60 bulan. Tapi
yang terbanyak adalah 12-24 bulan. Im
terjadi pula pada penentuan uvang muka.
Mulai dari 20% dan yang tertinggi 60%,
tergantung dan bonafiditas konsumen-
nya. Sisanya, kecuali untuk kasus Peru-
mahan ML, konsumen bisa mencicil ke-
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pada pengembang dengan dikenai bunga.

Untuk beberapa pengembang, kon-
sumen masih diberikan diskon dalam
pola tunai bertahap, yang besar-kecilnya
tergantung dari cepat-lambatnya masa
angsuran. Semakin cepat tenggat waktu
cicilan, semakin besar diskonnya. Menu-
rut seorang staf pemasaran Nirwana Ga-
ding Serpong, Tjandra Ratnasari, diskon
tadi hanya hasil hitungan dari penghi-
langan beban bunga bila konsumen
mengambil tenggat waktu yang lebih
panjang. “Jadi, pengembang tetap tidak
akan merugi,” ujamya.

Ketiga, kredit pemilikan tanah
(KPT). Pola pembayaran ini agak unik,
karena skim KPT secara resmi tidak dike-
nal perbankan. Kalaupun ada di Bank
BTN, itu hanya untuk kavling ukuran
kecil (s/d 72 M2) bagi rumah sederhana.
Karena sasarannya adalah masyarakat
berpenghasilan rendah, ujar Direktur
Kredit Bank BTN Siswanto, maka
plafonnya dibatasi hingga maksimal RpS
Jjuta dengan masa cicilan 5-15 tahun.

Karena plafonnya yang terbatas
itulah, menurut Siswanto, perkembangan
pangsa kredit ini tidak pesat. Siswanto
menepis kemungkinan bila di masa da-
tang Bank BTN akan menyediakan KPT
untuk kavling ribuan M2. Soalnya, di
samping tanah itu sering digunakan un-
tuk spekulasi, dipertanyakan pula agu-
nannya. “Sebelum akad jual beli. sertifi-
katnya kan belum keluar,” tegasnya.

Kalau untuk kavling dengan ukuran
hingga 1000 M2 dan harga per M2 pun
ratusan ribu hingga miliaran rupiah,
Siswanto menduga, itu mungkin meng-
angsur ke developer. “Terus terang saya
belum mendengar ada bank yang mem-
punyai skim kredit pemilikan tanah,”
ujarnya.

Tetapi, merujuk pada penjelasan
GM Marketing Telaga Kahuripan (TK),
Johannes Tulung, ternyata sebelum kri-
sis ekonomi melanda Indonesia, ada be-
berapa bank yang mau memberikan KPT.
Memang untok urusan ini, pihak bank
akan meminta agunan. Syukurnya untuk
kasus di TK, sertifikat induknya telah di-
pecah, schingga sertifikat pecahan atas
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nama pengembanglah yang dijadikan Terlepas dari sah atau tidaknya
agunan untuk KPT, “Konsumen pun
merasa senang karena tidak dikenai lagi
biayn buy back guarantee,” ujarnya.
Cara lainnya, menurut Manajer
Humas Bumi Serpong Damai (BSD)
Dhony Rahajoe, konsumen harus me-
‘nyerahkan deposito atau sertifikat ru-

KPT tadi, Kkonsumen sebaiknya
memikirkan lebih matang sebelum
memutuskan akan membeli KSB. Karena
di samping statusnya belum jelas, jaga
ada beberapa celah yang bisa merugikan
Anda dari sisi hukum, Misalnya,
bagaimana dengan status KSB itu bila
ternyata pengembangnya jatuh pailit,
apakah hak kepemilikannya di tangan
konsumen? Belum tentu, Karena akad

mah/tanah lainnya sebagai agunan. Pa-

£ salnya, sertifikat induk BSD belum dipe-

cah per kavling. Ada pun langkah ini bi-

sa dilakukan, lanjutnya, karena BSD me-

miliki track record yang baik di mata

Citibank, Bank Papan dan Bank Bukopin
selaku kreditur. y

Siswanto rupanya menganggap

sudah biasa bila deposito dijadikan se-

bagai agunan, Bisa jadi kredit yang mun-

jual beli belum terjadi sechingga haknya
masih berada di tangan pengembang.
Kemudian, bagaimana status konsumen
yang mengambil cicilan lima tahun,
padahal tenggat waktu dari juklak Kantor
Menperkim untuk membangun rumah,
katakanlah, hanya dua tahun. Apakah
cul hanyalah fasilitas peminjaman vang konsumen ini juga akan terkena sanksi?
untuk membayar tanah. “Dari segi per-
aturan perbankan pun, kredit untuk
membeli kavling rasanya tidak ada,”
ungkapnya,

Ini yang belum jelas hingga Kini M DOD

Siswonto: KPT tidok ado I
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Ary Mardjono :

yemuanya Merujuk
ke Peraturan

Hari-hati. ltulah kesan yang rampak
dari Ary Mardjono, saat diwawancarai
seputar bidang tugasnya vang baru
sebagai Meneg Agraria/Kepala BPN.
Termasuk soal praktik jual kavling oleh
y pengembang dan PP Tanah Terlantar
ditandatangani Presiden
5 Marer 1998. Berikur

yang

Soeharto,
petikannya.

Banyak pengembang memasarkan
kavling siap bangun, padahal undang-
undangnya melarang praktik semacam itu.
Komentar Pak Ary?

Yang paling berhak mengomentari
masalah ini adalah Bapak Menperkim. Ini kan
bidangnya Kantor Menperkim.

Tapi izin lokasinya diperuntukkan bagi
pembangunan perumahan, bukan jual
kavling?

Kalau izinnya untuk menjual tanah
beserta bangunan, jual kavling mestinya tidak
boleh. Pak Akbar sudah mengatakannya, kan.

Bagaimana dengan pemberian ser-
tifikatnya?

Nah ini, masalahnya menjadi sulit. Karena itu, iklan para
pengembang jangan membingungkan masvarakat. Di samping
iy, saya juga telah membaca di surat kabar, Menperkim akan
mengeluarkan semacam petunjuk pelaksanaan untuk meng-
atasi masalah ini. Tetapi pada prinsipnya, praktik penjualan
kavling tidak diizinkan

Dari BPN sendiri ada saran?
Saya akan mengkoordinasikan dulu dengan Pak Akbar

Menurut Pak Ary, apakah para pengembang tersebut
periu diberi sanksi?

Tergantung juklaknya. Kalau menurut juklak yang
dikeluarkan Menperkim, ternyata mereka melanggar, tentu ada

sanksi tertentu yang akan diberikan pada yang melanggar.
Tetapi, sampai sekarang juklaknya kan masih dirumuskan,

Praktik jual kavling menyangkut masalah pertanahan.
Tentu peran BPN tidak bisa dilepaskan

Betul. Karena itu, kita harus melihat juklaknya dulu. Nanti
diatur, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

PP terbaru tentang Tanah Terlantar, apakah ditujukan
untuk mencegah aksi spekulasi tanah?

Secara umum bisa dikatakan demikian.
Jangan sampai tanah, yang memiliki fungsi
sosial, tidak bisa dimanfaatkan sebesar-
besarmnya untuk kemakmuran rakyat.

Kalau sebidang tanah masuk kriteria
tanah terlantar, apakah akan langsung
dikuasai negara?

Dengan sendirinya akan disesuaikan
dengan ketentuan. Jika ketentuannya berlaku
demikian, kita harus konsekuen melaksana-
kannya.

Nanti ada tim yang bertugas mengin-
ventarisasi dan merekomendasikan ke
Meneg agraria status sebuah tanah.
Antisipasi BPN untuk mencegah kolusi
antara tim inventarisasi dan pemilik tanah?

Sebagai orang baru, saya sudah menekagkan kepada
seluruh staf dan jajaran bahwa sudah bukan zamannya lagi ada
kolusi, korupsi dan semacam itu. Saya akan konsekuen dengan
apa yang saya katakan, Jadi, kalau ada staf yang tidak bisa
mengikuti kebijakan pimpinan, silakan mengajukan pengundur-
an din. Silakan mengundurkan diri kalau tidak bisa mengikuti
kebijakan saya. Dan, kalau dia tidak mau mengundurkan diri
namun masih juga menghambat, saya tidak akan ragu
mengambil tindakan.

Dipecat?
Kita lihat dulu kesalahannya di mana. Kalau perlu dipecat,
ya dipecat. Masih banyak, kan, yang baik @
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Ir. Akbar Tandjung:

'Draktik Jual Kavling

Perlu Ditertibkan'

; Y Tren penjualan kavling oleh pengem-
- bang, yang kian marak dalam beberapa
¢ bulan terakhir, agaknya membuat risau
Menperkim (Menteri Negara Perumah-
an Rakyat dan Permukiman) Ir. Akbar
Tandjung, Maka, bulan lalu Akbar me-

manggil 17 pengembang besar ke
i3 : Kantor Menperkim dan mengingatkan

= mereka agar tidak mempopulerkan
praktik jual kaviing karena bertentangan dengan UU No.4/
1992 tentang Perumahan dan Permukiman. " Kantor Menper-
kim akan segera mengeluarkan juklak untuk menertibkan-
nya," wjar Akbar, dalam percakapan dengan Properti
Indonesia, di kantornya, akhir bulan lalu.

Dalam wawancara yang berlangsung sekitar 2 jam itu,
Akbar juga menjelaskan tentang perluasan fungsi Kantor
Menpera menjadi Menperkim, peningkaran
koordinasi di bidang pembangunan perumah-

Rumahnya mau dibangun kapan oleh pembelinya, itu soal lain.
Yang penting pengembang dapat duit. Ini yang akan saya
luruskan.

Praktik semacam ini kan sudah lama dilakukan
pengembang?

Karena itu harus diluruskan. Sekarang ini masyarakat
mulai mempertanyakan, /he pengembang kok hanya jualan
tanah. Di kalangan pengembang sendiri, bahkan ada yang
meminta agar penjualan kavling itu disahkan saja. Persepsi
seperti itu kan keliru. Kita semua menginginkan sektor
perumahan dan permukiman ini berkembang baik, tapi tetap
dalam koridor aturan main yang ada.

Mungkin ini solusi bagi pengembang untuk menjaga
cashflow perusahaan di masa krisis?

Saya memahami kesulitan likuiditas
yang dialami pengembang saat ini. Dengan

an dan aspek-aspek lainnya vang akan Terus 'em“g: 50Y° menjual kavling, pengembang bisa cepat
;igall('zkk‘t;;xl Ku‘;vmr Menperkim dalam merasa 'emunggu dakpgll\uang. Slcbcl:ll;y: '}:lla;. ini' basiifmldari
epelita mendatang. > teknik penjualan, boleh-boleh saja. Misalnya
Berikut petikannya : Oleh mUkln momknyu untuk menarik konsumen, pengembang
. bilang ke calon konsumen bahwa kalau baru
Apa latar belakang Pak Menteri pemusumn kﬂVllng bisa membangun tahun depan, pemesanan
memanggil 17 pengembang besar yang Slﬂp bungun yqng tanahnya bisa dilakukan sekarang. Transak-
menjual kavling? dl k I( si jual belinya baru dilakukan setelah
Terus terang, saya merasa terganggu oleh llaKukan rumahnya dibangun. Tapi itu harus ada
;nnkm marak:');akpimnsaran kz:)vlmgcmzp pengembang' "U batas:u.l (;vaklur;‘ya. n;nsal]n);a mak;lr(l;}:)m satu
angun yang dilakukan pengembang. Coba sampai dua tahun. Setelah rumah dibangun
lihat iklan pengembang belakangan ini, i mana-  DErtentangandengan  bar sertifikatnya diberikan. Jadi bukan
peng g
mana yang ditonjolkan adalah penawaran enjualan kavlingnya yang ditonjolkan.
SHRA ; undang-undang. PV sk Ay

kavling siap bangun. ltu bertentangan dengan
undang-undang, karena izin lokasi yang
diberikan kepada pengembang adalah untuk pembangunan
perumahan. Dan kalau praktik jual kavling ini diteruskan, saya
khawatir nanti pengembang itu berpikirnya dapat izin lokasi,
dipetak-petak, lalu dijual dalam bentuk kavling siap bangun,

Para pengembang menganggap apa yang
mereka lakukan itu sah, karena belum melakukan peralihan
hak sampai pembeli kavling membangun rumahnya?

Memang ada wakil dari pengembang yang mencoba men-
jelaskan, bahwa jual beli itu terjadi kalau disertai dengan
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Penjualan kavling tanah
matang hanya dibolehkan
untuk ukuran kecil dan
sedang, seperti disebutkan
dalam UU No.4/1992.
Semangatnya adalah
membantu masyarakat
berpendapatan rendah.

pemindahan hak atas tanahnya. Sedangkan yang mereka
lakukan baru perjanjian perikatan jual beli (PPJB), dan pecahan
sertifikat tanah baru diberikan setelah pembeli kavling mem-
bangun rumahnya. Kalau berpegang pada penjelasan ini mung-
kin betul. Tapi masalahnya, kan harus ada batasan waktu, mi-
salnya harus dibangun dalam satu atau dua tahun. Kalau
sampai batas waktunya belum dibangun harus ada sanksinya,
dan itu diatur dalam PPJB.

Juklak mengenai hal ini, akan segera dikeluarkan?

Saya sudah minta kepada staf untuk menyiapkannya.
Intinya, para pengembang tidak boleh menjual kavling siap
bangun atau tanah matang. Penjualan kavling tanah matang ha-
nya dibolehkan untuk ukuran kecil dan sedang, seperti dise-
butkan dalam UU No.4/1992. Semangatnya adalah membantu ma-
syarakat berpendapatan rendah. Dengan mempunyai kavling
kecil terlebih dahulu, mereka bisa membangun rumahnya setelah
punya cukup uang. Ketentuan ini akan menjadi salah satu acuan
dalam menyiapkan juklak. Tim yang akan merumuskan juklak ini,
juga akan meminta masukan dari REI dan BPN.

Ukuran kecil sampai sedang, apakah di bawah 200 M2?
Mungkin sekitar itu. Tapi persisnya masih dalam peru-
musan. Juga akan diperjelas pengertian jual kavling dimaksud.

Batas waktunya?
Itu juga akan diatur.

Usulan Kantor Menperkim?
Mungkin antara 1-2 tahun. Tunggu saja.

Masukan dari BPN?
Belum ada.

I

Mengenai sistem pembayarannya, apa dimungkinkan
dengan KPT (kredit pemilikan tanah)?

Skim KPT itu tidak ada. Bahwa ada individu yang memper-
oleh kredit konsumtif lalu dibelikan tanah, itu urusan individu
masing-masing dengan bank.

Juklak itu, juga mengatur sanksi bagi yang melanggar?
Pasti, karena UU Perumahan dan Permukiman juga
menyebutkan sanksi. Lihat saja pasal 36.

Ada pengembang besar yang menjual tanah kavling
langsung dengan pecahan sertifikatnya?

Wabh, tidak bisa itu. Nanti akan saya cek. Dalam pertemuan
antara Menperkim dan Meneg Agraria/Kepala BPN, Pak Ary
Mardjono sendiri sudah menegaskan tidak akan mengeluarkan
sertifikat sebelum ada bangunan rumahnya.

Dalam pertemuan dengan Pak Ary, apa saja vang dibi-
carakan? 4

Kami membahas koordinasi untuk menyukseskan pem-
bangunan perumahan pada Repelita VII, khususnya yang
berkaitan dengan pertanahan, Pembangunan perumahan
dan permukiman itu kan sangat erat kaitannya dengan
masalah pertanahan. Jadi, Koordinasinya dimantapkan di
tingkat pusat agar jalannya pembangunan perumahan bisa
lebih baik lagi.

Juklak penjualan tanah kavling juga disinggung?

Saya sampaikan bahwa Menperkim telah mengeluarkan
ketentuan yang melarang para pengembang untuk menjual
kavling siap bangun tanpa ada rumahnya. Jadi, kalau ada pe-
ngembang yang akan mensertifikatkan kavling-kavling
tersebut, diharapkan BPN menolaknya.
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Respon Pak Ary?
Beliau akan mempelajarinya dan menyatakan akan saling
mendukung.

Selain masalah pertanahan, apa saja agenda Pemerintah
untuk menggairahkan pembangunan RS/RSS?

Dalam jangka pendek, mengupayakan KPR bagi RS/RSS
yang telah terbangun. Seperti diketahui, target pembangunan
RS/RSS pada Repelita V1 adalah
500.000 unit. Target itu oléh Kan-
tor Menpera bersama para pe-
ngembang, kemudian diting-
katkan menjadi 600.000. Sampai
Pebruari 1998, RS/RSS yang telah
direalisasikan KPR-nya oleh
BTN adalah 504.332 unit. Dan,
menurut laporan DPP REI serta
Perumnas, hingga tahun ke-5
Repelita V], ada 180.794 tam-
bahan RS/RSS yang siap di KPR
kan. Berarti total realisasi RS/RSS
dalam Repelita VI adalah 685.226
unit. Jauh di atas target. Itu pun
belum termasuk tambahan dari
Koperasi yang masih harus
diinventarisasi.

Dalam sitvasi Kkrisis
seperti ini, kelebihan pasok RS/
RSS itu bisa diusahakan sub-
sidi KPR-nya?

Sampai 600.000 unit, Pe-
merintah komit untuk mensubsidi
KPR-nya. Walaupun kita masih
menghadapi krisis ekonomi,
Depkeu dan BI telah menyatakan
dukungan untuk menyediakan
KLDK dan KLBI untuk mensub-
sidi KPR RS/RSS sesuai target.
Jadi, saya menjamin bahwa
sampai 600.000 unit, KPR RS/RSS
tersedia.

Untuk yang 85.226 unit?
Kalau tidak bisa diselesaikan pada tahun ke-5 Repelita VI
ini, penyelesaiannya akan dilimpahkan ke Repelita VIL.

Maksudnya, kelebihan realisasi itu menjadi kontribusi
untuk target pembangunan RS/RSS Repelita VII?
Ya.

Para pengembang RS/RSS berharap ada kenaikan

ConcernPemerintahdi bidang
perumahan pada Repelita VIl mendatang,
bukan hanya pada aspek kwantitatif
penyediaan fisik rumah, tapi lebih
ditekankan pada aspek kwalitatifnya.

Wawancara @

patokan harga RS/RSS. Bisa dipenuhi?

Harga RS/RSS yang berlaku sekarang ini memang
ditetapkan Pemerintah pada 5 tahun lalu. Patokan harga itu mung-
kin tidak realistis lagi, karena harga bahan bangunan sudah
mengalami beberapa kali eskalasi. Jadi, harapan itu bisa
dipahami, dan Kantor Menperkim sekarang sedang menyiapkan
penyesuaian harga RS/RSS itu,

Kapan diberlakukan?

Angkanya sedang dihitung.
Selain kenaikan harga bangunan,
juga ada banyak aspek yang harus
dipertimbangkan, misalnya daya beli
masyarakat yang menjadi sasaran
konsumen RS/RSS itu sendiri.

Karena Kita sedang meng-
hadapi krisis, mungkinkah ada
peningkatan target pembangunan
RS/RSS pada Repelita VII?

Idealnya, target pada Repelita
VII nanti ada peningkatan. Baik
dalam kwantitas maupun kwalitas.
Tapi, peningkatan target itu tergan-
tung kondisi perekonomian nasional,
apakah dalam 2 tahun ke depan su-
dah bisa mendukung. Kita berharap,
kondisi perekonomian nasional bisa
segera pulih. Tapi, dalam menetapkan
target, kita tidak bisa hanya berpa-
tokan pada asumsi yang optimistik.
Karena adanya masalah pembiayaan
itu, concern Pemerintah di bidang pe-
rumahan pada Repelita VII menda-
tang, bukian hanya pada aspek kwan-
titatif penyediaan fisik rumah, tapi
lebih ditekankan pada aspek kwa-
litatifnya.

Bisa dijelaskan? :

Kita mengetahui, masalah peru-
mahan dan permukiman di perkotaan
akan makin kompleks di masa men-
datang. Apalagi, pada PJP Il mendatang, sekitar 60% penduduk
Indonesia diprediksi akan tinggal di perkotaan. Ini memerlukan
pengaturan yang seksama, mulai dari penyiapan infrastruktur,
penataan lingkungan, penyiapan fasilitas pendukung,
aksesibilitasnya, efisiensi lahan dengan mendorong
pembangunan rumah susun, hingga peremajaan kawasan-
kawasan kumuh. Apalagi, dalam Kabinet Pembangunan VII ini
nomenklaturnya menjadi Meneg Perumahan Rakyat dan
Permukiman, tentu cakupan tanggung jawabnya lebih kompleks.
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Setelah Menpera men-
jadi Menperkim, bagaimana
perfuasan fungsinya?

Nama yang sekarang ini
lebih sesuai dengan undang-
undangnya (Perumahan dan
Permukiman, Red). Tinggal
sekarang bagaimana men)jabar-
kan kata permukiman itu. Yang
jelas, penanganan bidang pe-
rumahan tidak terlepas dari
masalab permukiman, penataan
ruang, penatagunaan tanah, da
perkembangun Kota. Pada ka-
binet-kabinet lalu, aspek-aspek
kegiatan pembangunan ter-
sebut ditangani oleh berbagai
departemen dan instansi pe-
merintah, di samping masih ada
yang kurang jelas (grey area)
penanganannya. Saya belum
tahu, mana yang akan dilim-
pahkan ke Kantor Menperkim,
karena job description Kabinet
Pembangunan VII  masih
dibahas oleh Kantor Menko
Wasbang/PAN. Tetapi yang
pasti, tata ruang
mendukung perumahan dan

yang

permukiman arahan pemantaat-
annya berasal dari Kantor
Menperkim.

Kalau begitu tanggung-
Jjawab masalah perkotaan bisa
pada Kantor Menperkim?

Melihat trennya, masalah
perkotaan memang tidak bisa
dipisahkan dari penataan
permukiman. Tapi, saya tidak
berada dalam posisi untuk menjelaskan ini. Semuanya bary
akan jelas setelah penyusunan tata kerja para menteri selesa
Yang sudah confirm itu soal tata ruang. Saya sudah bicara
dengan Pak Ginandjar (Menko Ekuin/Ketua Bappenas, Red),
mungkin Badan Koordinasi Tata Ruang yang sekarang ada di
Bappenas dibawa ke Menperkim.

Bila Kantor Menperkim sebagai perencana, siapakah
yang akan mengawasi di lapangannya kelak?

Menperkim itu kan juga ketua BKPAN (Badan Kebijaksa-
naan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Per-
mukiman Nasional). Kemudian, di dacrah ada BP4D (Badan
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Bidang perumahan tidak terlepas dari

masaloh permukiman, penataan ruang,
penatagunaan tanah, dan perkembangan kota.
Ini memerlukan pengaturan seksama, mulai
dari penyiapan infrastruktur, penataan
lingkungan, penyiapan fasilitas pendukung
dan aksesibilitasnya, hingga efisiensi
penggunaan lahannya.

Pengendali Pembangunan Pe-
rumahan dan Permukiman Dae-
rah), di mana salah satu fungsi-
nya adalah pengawasan dan
pengendalian. Badan inilah
yang akan saya efektifkan un-
tuk fungsi-fungsi pengawasan
dan pengendalian yang berkai-
tan dengan tugas Menperkim
scbagai ketua BKP4N,

Jadi, bersifat
koordinasi...

Ya. Untuk operasional-

garis

nya adalah instansi yang pu-
nya garis vertikal. Kalau di
daerah, forumnya adalah
BP4D. Sedangkan pelaksana-
nya, bisa pemda, PU, BPN
setempat,

Apakah instrumen
BP4D itu akan efektif sebagai
pengawas di daerah?

Efekuf sepanjang me-
kanisme koordinasinya bisa
dioptimalkan. Oleh karena itu,
saya harus sering berkoordinasi
dengan pemda secara vertikal,
Karena, Pemdalah yang men-
jadi pelaksananya. Harus
disadan, Pemda ity merupakan
Pemdanya kita semua. Pemdan-
ya Menperkim, Pemdanya
agraria, Pemdanya LH, dan
Pemdanya Depdagri. Menga-
pa? Karena Pemda merupakan
ujung tombak pemerintah di
dacrah. Oleh karena itu, bila ada
kebijakan diri pusat, setiap
Pemda bisa menjadi ujung tombak dalam melaksanakan,
mengawasi, atau mengendalikan pelaksanaan kebijakan itu.

Mengapa Perumahan dan Permukiman tidak dibuat
departemen teknis saja?

Wah, kalau itu harus Anda tanyakan ke Bapak Presiden.
Tetapi, saya sendiri tidak menjadi soal. Meskipun tidak menjadi
departemen teknis, bukan berarti tidak bisa dioptimalkan. Bisa.
Buktinya, realisasi pembangunan RS/RSS dalam Repelita V1 ini
sudah jauh melebihi target. Jadi, tergantung bagaimana kita
mengoptimalkan tugas yang diperoleh serta fungsi yang bisa
dilakukan ®
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